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ABSTRAK 
Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). Keberadaan pedagang kaki lima di pasar sore dianggap 
sebagai salah satu permasalahan dalam penataan pedagagang kaki lima di Kota Tanjung Selor 
karena berjualan diatas trotoar jalan suprapto dan mengganggu keindahan kota karena 
menyalahgunakan fungsi fasilitas umum. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung 
Selor Kabupaten Bulungan serta faktor penghambat yang dihadapi dalam proses implementasi 
kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor 
merupakan non-implementation (implementasi yang belum terlaksana). Hal ini disebabkan 
karena beberapa faktor penghambat yakni para pedagang yang menolak untuk dipindahkan serta 
belum tersedianya alternatif tempat berjualan yang pas untuk para pedagang yang berjualan di 
area pasar sore tersebut. 
Kata Kunci : implementasi kebijakan, penataan pedagang kaki lima pasar sore 
PENDAHULUAN 
Kebijakan merupakan sebuah aturan 
yang dibuat oleh masing-masing 
pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerag guna membentuk sebuah 
pemerintahan yang baik dan teratur.  
Kebijakan akan menghasilkan sebuah 
program dan mengharapkan hasil yang 
dianggap dapat menyelesaikan sebuah 
permasalahan dalam sebuah pemerintahan, 
walaupun dalam sebuah kebijakan tidak 
semuanya berjalan dengan baik dan sesuai 
yang diinginkan. Akan tetapi dalam sebuah 
kebijakan terdapat faktor-faktor yang dapat 
mendukung dan menghambat berjalanya 
sebuah kebijakan. 
Pasar sore merupakan pasar yang 
beroperasi diatas trotoar sepanjang kurang 
lebih 150 meter di jalan suprapto yang di 
mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam Kota 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, pasar 
sore merupakan fenomena yang terdapat di 
Kota tersebut karena berdasarkan hasil 
observasi lapangan ada beberapa fenomena 
dan permasalahan dalam pengoprasian pasar 
tersebut yang melanggar Perda No. 06 Tahun 
2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima 
yang mana pedagang-pedangan tersebut 
berjualan/berdagang diatas trotoar dan bukan 
tempat yang disediakan pemerintah untuk 
berdagang. Sesuai dengan Perda No. 25 
Tahun 2002 Tentang Ketertiban dan 
Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah 
Kabupaten Bulungan pada Pasal 8 jelas 
menyebutkan bahwa para pedagang kaki 
lima, lapakan, asongan, pedagang musiman, 
grobak dorong dan lain sejenisnya, dilarang 
menggelar daganganya ditempat umum, 
diemper bangunan, gang, pintu bangunan, 
ditepi jalan, diatas trotoar atau tempat lain 
yang dapat mengganggu ketertiban dan 
kebersihan lingkungan kecuali ditempat-
tempat tertentu yang ditunjuk/ditetapkan oleh 
Bupati atau pejabat lain yang berwewenang 
untuk itu. Akan tetapi pada kenyataanya 
pasar sore sudah beroperasi/berjualan sejak 
lama diatas terotoar dan depan rumah warga 
yang mana hal tersebut jelas-jelas melanggar 
peraturan yang ada. 
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Kebijakan Publik 
Menurut Dunn dalam Riant (2007:7) 
analisis kebijakan adalam aktivitas 
intelektual dan praktis yang ditujukan untuk 
menciptakan secara kritis untuk menilai dan 
mengkomunikasikan pengetahuan dalam 
proses kebijakan. Adapun terdapat sedikit 
perbedaan menurut Dunn kebijakan harus 
adanya aktivitas intelektua; secara kritis serta 
mengkomunikasikan pengetahuan, 
sedangkan Anderson mengatakan kebijakan 
harus mempunyai tujuan yang dilaksanakan 
oleh pelaku tertentu guna memecahkan 
sebuah permasalahan. 
Adapun menurut Anderson dalam 
Joko (2009:13) mengartikan kebijakan publik 
sebagai suatu serangkaian tindakan yang 
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 
dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk 
memecahkan masalah tertentu. Friedrich 
dalam Joko (2009:13) mengartikan kebijakan 
sebagai suatu tindakan mengacuh pada 
tujuan yang diusulkan oleh seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam lingkungan 
tertentu sehubungan dengan adanya 
hambatan tertentu untuk mencari peluang 
guna mencapai tujuan/mewujudkan sasaran 
yang diinginkan. 
Richard menjelaskan bahwa kebijakan 
publik adalah sebuah rangkaian panjang dari 
banyak atau sedikitnya kegiatan yang saling 
berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi 
yang berkepentingan sebagai keputusan 
berlainan. (Richard Rose dalam Leo, 
2008:7). 
Implementasi Kebijakan Publik 
Implementasi merupakan salah satu 
tahap dalam proses kebijakan publik yang 
merupakan sebuah peroses berjalanya sebuah 
kebijakan atau tidak. Biasanya implementasi 
dilaksanakan setelah sebuah kebijakan 
dirumuskan, dibuat dan disahkan menjadi 
sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas. 
Implementasi adalah suatu rangkaian dalam 
kebijakan public yang mempunyai aktifitas 
dalam rangka menghantarkan kebijakan 
kepada masyarakat sehingga kebijakan 
tersebut dapat membawa hasil sebagaimana 
yang diharapkan (Afan Gaffar dalam 
M.A.Najib, 2012). Rangkaian kegiatan dalam 
implementasi kebijakan mencakup persiapan 
seperangkat peraturan lanjutan yang 
merupakan interpretasi dari kebijakan 
tersebut. Adapun sebagai contoh yakni 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden 
maupun Peraturan Daerah, menyiapkan 
sumber daya guna menggerakkan 
implementasi termasuk didalamnya sarana 
dan prasarana, sumber daya keuangan dan 
tentu saja siapa yang bertanggung jawab 
melaksanakan kegiatan tersebut, dan 
bagaimana mengantarkan kebijakan secara 
konkrit ke masyarakat. (M.A.Najib, 2012). 
Lebih dari itu, implementasi kebijakan akan 
membahas  menyangkut masalah konflik, 
keputusan dan siapa yang memperoleh apa 
dari suatu kebijakan tersebut. (Grindle dalam 
Arpan Siregar, 2013). Dalam proses 
kebijakan selalu akan terbuka kemungkina 
terjadinya perbedaan antara apa yang 
diharapkan (direncanakan) oleh pembuata 
kebijakan dengan apa yang senyatanya 
dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari 
peksanaan kebijakan). Dunsire dalam Arpan 
Siregar, 2013 menyebutnya sebagai 
Implementation Gap.  
Secara jujur kita dapat mengatakan 
bahwa kebijakan Negara apapun sebenarnya 
mengandung resiko untuk gagal. Hogwood & 
Gun (dalam Arpan Siregar, 2013), telah 
membagi pengertian kegagalan kebijakan 
(policy failure) dalam 2 (dua) kategori, yaitu 
kebijakan yang tidak terimplementasikan 
(non-implementation) dan implementasi yang 
tidak berhasil (unsuccessful implementation). 
Tidak trimplementasikan mengandung arti 
bahwa suatu kebijakan yang dibuat atau 
ditentukan tidak dilaksanakan sesuai rencana, 
mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di 
dalam pelaksanaanya tidak mau bekerja 
sama. Implementasi yang tidak berhasil 
biasanya terjadi mana kala suatu kebijakan 
dilaksanakan sesuai rencana, namum 
mengingat kondisi eksternal ternyata tidak 
menguntungkan (misalnya karena pergantian 
kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) 
yang akhirnya kebijakan tersebut tidak 
berhasil dalam mewujudkan hasil akhir yang 
dikehendaki. Biasanya kebijakan yang 
memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan 
oleh faktor-faktor berikut : pelaksanaanya 
jelek (bad execution), kebijakanya sendiri 
jelek (bad policy) atau kebijakan itu bernasib 
jelek (bad luck). 
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Model-model Implementasi Kebijakan 
1. Model George Edwards III 
Edwards III dalam (Article Q. Arman, 
2010), menegaskan bahwa masalah utama 
administrasi publik adalah lack of attention 
to implementation. Dikatakanya, without 
effective implementation the decision of 
policymakers will not be carried out 
successfully. Edward menyarankan untuk 
memperhatikan empat isi pokok agar 
implemetasi berjalan menjadi efektif, yaitu 
Communication, Resource, Disposition or 
Attitudes dan Beureucratic Structures. 
a. Comunication, berkenaan dengan 
sebuah kebijakan yang dikomunikasikan 
pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan 
sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, 
sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat 
dan bagaimana struktur organisasi pelaksana 
kebijakan. 
b. Resources (sumber daya), berkenaan 
dengan ketersediaan sumber daya 
pendukung, khusunya sumber daya manusia, 
sumber daya finansial dan tempat, hal ini 
berkenaan dengan kecakapan pelaksana 
kebijakan publik untuk carry out (membawa) 
kebijakan secara efektif. 
c. Dispotition, (sikap aparat pelaksana), 
berkenaan dengan kesediaan dari para 
implementator untuk cary out kebijakan 
publik tersebut, kecakapan saja tidak 
mencukupi, tanpa kesedianan dan komitmen 
untuk melaksanakan kebijakan. 
d. Struktur Birokrasi, berkenaan dengan 
kesesuaian atau keselarasan sebuah 
organisasi birokrasi yang menjadi 
penyelenggara implementasi kebijakan 
publik. Tantangan adalah bagaimana agar 
tidak terjadi beureucratic fragmentation 
(pembuatan sistem yang baru) karena 
struktur ini menjadikan prosen implementasi 
menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering 
terjadi inefektivitas implementasi kebijakan 
karena kurangnya koordinasi dan kerja sama 
di antara lembaga-lembaga Negara dan/atau 
pemerintahan. 
2. Model Van Meter dan Van Horn 
Model yang diperkenalkan oleh Meter 
dan Horn (dalam Jurnal A. Aneta, 2010), 
menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan 
berjalan secara linear dari kebijakan publik, 
implementator, dan kinerja kebijakan 
publik”. Beberapa variabel yang dimasukan 
sebagai variabel yang memepengaruhi dan 
yang menyangkut dalam proses kebijakan 
publik adalah : 
a. Aktivitas implementasi dan 
komunikasi antar organisasi. 
b. Karakteristik dan agen 
pelaksana/implementator. 
c. Kondisi ekonomu, sosial dan politik. 
d. Kecendrungan (disposition) dan 
pelaksana/implementator. 
Implementasi kebijakan dilakukan 
untuk meraih kinerja yang tinggi dan 
berlangsung dalam antara hubungan berbagai 
faktor. Suatu kebijakan menegaskan standard 
an sasaran tertentu yang harus dicapai oleh 
para pelaksana kebijakan. 
3.  Model Mazmanian dan Sabatier 
Model yang dikembangkan Daniel 
Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam 
(Article Q. Arman, 2010), mengemukakan 
bahwa implementasi adalah upaya 
melaksanakan keputusan kebijakan.Model ini 
disebut Model Kerangka Analisis 
Implementasi.  Dalam model ini 
mengklasifikasikan proses implementasi 
kebijakan ke dalam tiga variabel,  yaitu : 
a. Variabel Independen, yaitu mudah 
tidaknya masalah dikendalikan yang 
berkenaan dengan indikator masalah teori 
dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, 
dan perubahan seperti yang dikehendaki. 
b. Variabel Intervening, diartikan sebagai 
kemampuan kebijakan untuk menstruktur 
proses implementasi dangan indikator 
kejelasan dan konsistensi tujuan, 
dipergunakanya teori kausal, ketepatan 
alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di 
antara lembaga pelaksana yang memiliki 
keterbukaan kepada pihak luar, variabel di 
luar kebijakan yang memepengaruhi proses 
implementasi yang berkenaan dengan 
indikator kondisi sosial-ekonomi dan 
teknologi, dukungan publik, sikap dan 
risorsis konstituen, dukungan pejabat yang 
lebih diatas atau tinggi serta komitmen dan 
kualitas kepemimpinan dari pejabat 
pelaksana. 
c. Variabel Dependen, yaitu tahapan 
dalam proses implementasi kebijakan publik 
dengan lima tahapan yang terdiri dari : 
pertama, pemehaman dari lembaga/badan 
pelaksana dalam bentuk disusunya kebijakan 
pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, 
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hasil nyata. Keempat, penerimaan atas hasil 
nyata. Kelima, tahapan yang mengarah pada 
revisi atas kebijakan yang dibuat dan 
dilaksanakan, baik sebagaian maupun 
keseluruhan kebijakan yang bersifat 
mendasar. 
4. Model Hoogrood & Gun 
Model Brian W. Hoogwood dan Lewis 
A. Gun (dalam Jurnal A. Aneta, 2010), 
mengatakan bahwa untuk melakukan 
implementasi kebijakan diperlukan beberapa 
syarat, yaitu : 
a. Syarat pertama berkenaan dengan 
jaminan bahwa kondisi ekternal yang 
dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak 
akan menimbulkan masalah yang besar. 
b. Syarat kedua, pakah untuk 
melaksanakan tersedian sumber daya yang 
memadai termasuk sumber daya waktu. 
c. Syarat ketiga, apakah panduan 
sumber-sumber yang diperlukan benar-benar 
ada. 
d. Syarat keempat, apakah kebijakan 
yang akan diimplementasikan didasari 
hubungan kausal yang andal. 
e. Syarat kelima, seberapa banyak 
hubungan kausalitas yang terjadi.  
f. Syarat keenam adalah apakah 
hubungan saling ketergantungan kecil.  
g. Syarat ketujuh, pemahaman yang 
mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan 
h. Syarat kedelapan, tugas-tugas telah 
dirinci dan ditetapkan dalam urutan yang 
benar. 
i. Syarat kesembilan, komunikasi dan 
koordinasi yang sempurna 
j. Syarat kesepuluh, pihak-pihak yang 
memiliki wewenang kekuasaan dapat 
menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang 
sempurna. 
5. Model Merilee S. Grindle 
Pada model implementasi kebijakan 
menurut M. S. Grindle (Article Q. Arman, 
2010), mengemukakan bahwa keberhasilan 
dalam proses implementasi sampai kepada 
hasil yg berhasil tergantung kepada kegiatan 
program yang telah dirancang dan 
pembiayaan yang cukup, selain dipengaruhi 
oleh isi kebijakan dan kenteks 
implementasinya.  
Isi kebiajakan yang dimaksud meliputi : 
a. Kepentingan yang terpenuhi oleh 
kebijakan 
b. Jenis manfaat yang dihasilkan 
c. Derajat perubahan yang diinginkan 
d. Kedududkan pembuat kebijakan 
e. Para pelaksana program 
f. Sumber daya yang dikerahkan 
Sedangkan implementasi yang dimaksud : 
a. Kekuasaan 
b. Kepentingan strategi aktor yang 
terlibat 
c. Karateristik lembaga penguasa 
d. Kapatuhan dan daya tanggap 
pelaksana 
6. Model  Elmore, Lipsky, Hjem & 
O’Porter 
Model implementasi kebijakan yang 
disusun oleh Richard Elmore, Mochael 
Lipsky, Benny Hjern & David O’Porter 
(dalam Jurnal A. Aneta, 2010), mengatakan 
bahwa  model ini dimulai dari 
mengidentifikasi jaringan actor yang terlibat 
dalam proses pelayanan dan menanyakan 
kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas dan 
kontak-kontak yang dimiliki. 
Model implementasi ini disadarkan 
kepada jenis kebijakan publik yang 
mendorong mesyarakat untuk mengerjakan 
sendiri implementasi kebijakanya atau mesih 
melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya 
di tataran bawah.Oleh karena itu kebijakan 
yang dibuat harus sesuai dengan harapan, 
keinginan, publik yang menjadi target atau 
klienya dan sesuai pula dengan pejabat 
eselon rendah yang menjadi 
pelaksananya.Kebijakan model ini biasanya 
diprakarsai oleh masyarakat baik secara 
langsung ataupun melalui lembaga swadaya 
masyarakat. 
Penataan Pedagang Kaki Lima 
Pedagang kaki lima yang disingkat 
PKL adalah pelaku usaha yang melakukan 
usaha perdagangan dengan menggunakan 
sarana usaha bergerak maupun tidak 
bergerak, menggunakan prasaran kota, 
fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan 
bangunan milik pemerintah atau swasta yang 
bersifat sementara/tidak menetap. (Permen 
No.04 Tahun 2012 Tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima). 
Pengertian lain tentang pedagang kaki 
lima adalah penjual barang dan/jasa yang 
secara perorangan berusaha dalam kegiatan 
ekonomi yang menggunakan daerah milik 
jalan atau fasilitas umum bersifat 
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sementara/tidak menetap, dengan 
menggunakan peralatan bergerak maupun 
tidak bergerak. (Perda No.06 Tahun 2009 
Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima). 
Penataan pedagang kaki lima adalah 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah malalui penetapan lokasi binaan 
untuk melakukan penetapan, pemindahan, 
penertiban dan penghapusan lokasi PKL 
dengan memperhatikan kepentingan umum, 
sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, 
keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan 
dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. (Permen No.04 Tahun 2012 
Tentang Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima). 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk dalam 
penelitian deskriptif dan akan dianalisis 
menggunakan metode kualitatif.  
Fokus penelitian mengacu kepada 
perumusan masalah dan tujuan penelitian, 
adapun fokus penelitianya sebagai berikut :  
1. Implementasi Kebijakan Penataan 
Pedagang Kaki Lima di Pasar Sore Kota 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 
2. Faktor Penghambat Kebijakan 
Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sore 
Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 
Lokasi penelitian ini dilakukan di 
Kantor Dinas Prindustrian Perdagangan 
Koperasi & UKM Kabupaten Bulungan dan 
Pasar Sore di Jalan Suprapto Kota Tanjung 
Selor. Pada penelitian ini instrument yang 
digunakan adalah wawancara yang dalam 
pelaksanaanya dilakukan secara langsung, 
dengan menggunakan pedoman wawancara 
yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan 
yang mengarah pada model implementasi 
kebijakan. 
HASIL PENELITIAN 
Implementasi Kebijakan Penataan 
Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar 
Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan akan dibahas setiap variabel 
dibawah ini : 
1. Lokasi Penataan Pedagang Kaki 
Lima Pasar Sore Kota Tanjung Selor 
Pada dasarnya menentukan lokasi 
sebuah tempat berjualan merupakan hal yang 
harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Bulungan guna menciptakan sebuah tatanan 
kota yang sesuai dengan aturan yang ada. 
Jika dikaitkan dengan teori implementasi 
kebijakan menurut (Afan Gaffar dalam 
M.A.Najib, 2012) yang menjelaskan bahwa 
Implementasi merupakan salah satu tahap 
dalam proses kebijakan publik. Implementasi 
kebijakan biasanya dilaksanakan setelah 
sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan 
yang jelas. Implementasi merupakan suatu 
rangkaian aktifitas yang menghantarkan 
sebuah kebijakan kepada masyarakat 
sehingga kebijakan tersebut dapat membawa 
hasil sebagaimana yang diharapkan. 
Berdasarkan teori tersebuh bahwa dalam 
kebijakan menentukan sebuah lokasi tempat 
berjualan untuk pedagang kaki lima yang 
berjualan dipasar sore tersebut haruslah 
difikirkan atau dicarikan memang tempat 
yang sewajarnya dan dirumuskan dengan 
jelas mana tempat yang layak untuk mereka 
berjualan sehingga implementasi dari sebuah 
kebijakan tersebut dapat diterima oleh 
masyarakat yang berjualan dipasar sore.  
Lokasi tempat berjulan memang 
marupakan pengaruh dalam peroses 
berdagang, apalagi pedagang yang berjualan 
di pasar sore Kota Tanjung Selor tersebut 
merupakan pedagang yang mayoritas berasal 
bukan dari tanjung selor, yakni berasal dari 
Muara 1, Tg. Palas Hilir, Hulu dan 
sebagainya sehingga mereka menggunakan 
trasportasi air dan memarkirkan perahu 
mereka di pinggir sunggai yang berdekatan 
langsung dengan pasar sore tersebut. 
Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah 
dalam menentukan alternatif tempat berjulan 
yang dekat dari sungai memang cukup sulit. 
Terkait dengan kebijakan penataan 
pedagang kaki lima khususnya yang 
berjualan dipasar sore kota tanjung selor 
sementara pemerintah mau merelokasi 
mereka ke area pasar induk, akan tetapi para 
pedagang tersebut enggan untuk pindah 
dikarnakan jarak dari mereka memarkirkan 
kendaraan laut mereka cukup jauh dan 
memerlukan biaya transportasi 2 kali lipat. 
Upaya relokasi pedagang kaki lima di pasar 
induk ini selagi belum mendapatkan 
alternatif tempat yang cocok untuk mereka 
berjualan merupakan sebuah kebijakan yang 
diharpkan dapat mengembalikan fungsi 
trotoar untuk penjalan kaki serta membuat 
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kawasan sekitar pasar sore tersebut terlihat 
bersih dan terhindar dari kemacetan apabila 
melalui jalan tersebut. Selain itu dari segi 
jual beli, konsumen akan lebih mudah dalam 
menentukan pilihan membeli karna sudah 
terpusat di pasar induk yang menjadi pusat 
pasar tradisional di tanjung selor. Dan juga 
merupakan lokasi yang diperuntukan sebagai 
area berjualan, tidak melanggar aturan 
dengan berjualan diatar trotoar. 
 
2. Jumlah dan Jenis PKL Pasar Sore 
Kota Tanjung Selor 
Jumlah dan jenis pedangan juga sangat 
mempengaruhi dalam pemasukan atau 
pendapatan Daerah. Pasar merupakan salah 
satu penyumbang pemasukan daerah dengan 
menarik retribusi dari para pedagang yang 
berjualan. Adapun Jenis Mata Dagangan 
PKL pasar sore yakni : 
Tabel 4.1 : Jenis Mata Dagangan 
No Jenis Mata Dagang Jumlah 
1 Sayuran dan Buah-
buahan 
27 Orang 
2 Sayuran dan 
Rempah/Bumbu 
2 Orang 
3 Ikan dan Daging 7 Orang 
4 Balon dan Permainan 
Anak 
1 Orang 
5 Sayur, Sembako dan 
Rempah/Bumbu 
3 Orang 
6 Sayur, Daging dan 
Rempah/Bumbu 
1 Orang 
7 Sayur, Buah dan Ikan 
Kering 
1 Orang 
TOTAL 42 Orang 
Sumber : Disprindagko & UKM Kabupaten 
Bulungan 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 
jenis dagangan yang diperjual belikan di 
pasar sore Kota Tanjung selor, yang mana 
terdapat 7 jenis mata dagangan dengan 
terbanyak yang berjualan sayuran dan buah-
buahan dengan total ada 27 penjul; 
sedangkan penjual ikan dan daging ada 7 
penjual; sayuran, sembako dan 
rempah/bumbu ada 3 penjual; sedangkan 
untuk sayuran, rempah/bumbu ada 2 penjual; 
untuk penjual balon dan maninan anak ada 1 
penjual; sayur, daging dan rempah/bumbu 
ada 1 penjual kemudian sayur, buah dan ikan 
kering ada 1 penjual. Jadi total mata 
dagangan yang berjualan di pasar sore yakni 
42 orang penjual. 
 Berdasarkan hasil penilitan diatas 
area pasar sore jl. Suprapto tersebut 
mempunyai pedagang yang cukup banyak 
yakni terdapat 42 orang pedagang dengan 
panjang area tersebut kurang lebih 150 
meter. Jumlah dan jenis pedagang kaki lima 
di area pasar sore tersebut berdampak pada 
pemasukan kas daerah karna mereka juga 
ditarik retribusi walaupun area tempat 
mereka berjualan tersebut bukan tempat 
berjulan yang iizinkan oleh pemerintah, akan 
tetapi mereka menggunakan fasilitias 
pemerintah yakni trotoar oleh karena itu 
walaupun mereka tidak mendapatkan izin 
berbualan di area tersebut, para pedagang itu 
tetap ditarik retribusi sebagai pemasukan 
bagi daerah. 
Dari hasil penelitian tersebut 
diharapkan agar disegerakan mungkin 
mencari alternatif tempat untuk para 
pedagang yang berjualan diarea pasar sore 
tersebut tidak terus menerus berjualan diatas 
trotoar yang melanggar aturan dan terkadang 
membuat macet jalanan soprapto tersebut. 
Jelas banyak sekali dampat negatifnya yakni 
masyarakat yang tinggal di area tersebut akan 
merasa terganggu dengan mereka berjualan 
didepan rumah warga yang ada trotoarnya, 
tidak tersedianya lahan parker, sehingga 
orang yang inggin berbelanja akan parker 
disembarang tempat didepan rumah warga. 
Diharapkan pemerintah secepatnya 
mencarikan tempat selain pasar induk yang 
menjadi pusat pasar tradisional di tanjung 
selor. 
3. Proses Penataan PKL Pasar Sore 
Kota Tanjung Selor 
Proses penataan pedagang kaki lima 
merupakan salah satu hal yang paling sulit 
dalam pelaksanaan sebuah kebijakan 
penataan pedagang kaki lima dikarnakan 
proses penataan tersebut akan diwarnai 
dengan protes dari para pedagang yang akan 
ditata dan dipindahkan ketempat yang 
selayaknya untuk berjualan. Proses penataan 
pedagang kaki lima dipasar sore Kota 
Tanjung Selor memang belum dilakukan 
karna satu dan lain hal. 
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Sampai sekarang proses penataan 
pedagang kaki lima yang berjualan di area 
pasar sore tersebut belum terlaksana untuk 
merelokasi mereka (pedagang) ke area yang 
diizinkan untuk berjualan. Jika dikaitkan 
dengan teori menurut Dunsire (dalam Arpan 
Siregar, 2013) mengatakan dalam proses 
kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan 
terjadinya perbedaan antara apa yang 
diharapkan (direncanakan) oleh pembuat 
kebijakan dengan apa yang senyatanya 
dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari 
pelaksana kebijakan), Dunsire menyebutnya 
sebagai Implementation Gap. Yang mana 
Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui 
Dinas terkait yakni Disprindagkop Bulungan 
mengharapkan dan merencanakan sebuah 
proses penataan pedagang kaki lima yang 
berjualan di area pasar sore jalan soprapto ke 
area yang diperbolehkan untuk berjualan, 
akan tetapi apa yang diharapakn tidak sesuai 
dengan yang senyatanya dimana sampai 
sekarang upaya untuk merelokasi atau 
memindahkan para pedagang tersebut belum 
terlaksana dikarnakan sumber daya yang 
belum terpenuhi yakni belum mendapatkan 
alternatif tempat yang pas untuk mereka 
(pedagang) dipindahkan. 
 Implementasi kebijakan dalam proses 
penataan pedagang kaki lima yang berjualan 
di area jl. Suprapto yang disebut pasar sore 
tersebut dihadapkan dengan berbagai 
permasalahan sehingga dalam proses 
penataan pedagang kaki lima di area tersebut 
dapat dikatakan sebuah kebijakan yang tidak 
terimplementasikan (non-implementation) 
menurut Hogwood & Gun (dalam Arpan 
Siregar, 2013) yang mana mengandung arti 
bahwa suatu kebijakan tidak dapat 
dilaksanakan sesuai rencana dikarnakan ada 
pihak-pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaanya tidak mau bekerja sama, 
pedagang yang berjualan diatas trotoar area 
pasar sore ini yang membuat implementasi 
kebijakan tersebut tidak dapat 
trimplementasikan karna mereka yang 
berdagang di area tersebut enggan untuk 
dipindahkan atau direlokasi ke area yang 
diperbolehkan untuk berjulan yakni di pasar 
induk. Permasalahan lain yang membuat 
kebijakan ini tidak trimplementasikan yakni 
belum tersedianya alternatif tempat 
berbualan yang pas untuk mereka berjualan 
selain dipasar induk, karena para pedagang 
tersebut menolak untuk dipindahkan di area 
pasar induk karna merasa jauh dari sungai 
tempat mereka memarkirkan kendaraan laut 
mereka dan membutuhkan biaya transportasi 
yang 2 kali lipat menuju pasar induk. 
Tidak terimplementasikan (non-
implementation) kebijakan penataan 
pedagang kaki lima di area pasar sore ini 
peneliti mencoba menganalisi dengan 
mengacu pada model implementasi kebijakan 
yang dikembangkan oleh Edward III (dalam 
Article Q. Arman, 2010) Edward 
menyarankan untuk memperhatikan empat isi 
pokok agar implemetasi berjalan menjadi 
efektif, yaitu Communication, Resource, 
Disposition or Attitudes dan Beureucratic 
Structures. Penjabaranya   yakni : 
1. Komunikasi 
Dalam proses penataan pedagang kaki 
lima di area pasar sore ini sangat 
membutuhkan komunikasi antara stakeholder 
terkait yakni Pemerintah  Kabupaten 
Bulungan, Disperindagkop Bulungan serta 
Satpol PP guna menyelesaikan permasalahan 
tersebut. Komunikasi dapat dilakukan agar 
tidak ada saling tuduh-menuduh dalam 
proses penataan atau relokasi pedagang yang 
berjualan di area yang disebut pasar sore di 
jalan suprapto tersebut. 
2. Sumber Daya 
Dalam sebuah implementasi kebijakan 
diperlukanya sebuah sumber daya pendukung 
sehingga dalam proses implementasi 
kebijakan dapat berjalan dengan semaksimal 
mungkin. Dalam permasalahan pasar sore ini 
salah satu sumber daya yang tidak tersedia 
yakni alternatif tempat yang ditawarkan oleh 
dinas terkait belum dapat diterima oleh para 
pedagang tersebut, sehingga sampai sekarang 
mereka belum mau pindah dari area pasar 
sore dan menolak untuk direlokasi kepasar 
induk. Selain alternatif tempat yang belum 
tersedia, sumber daya manusia yang 
mengurus permasalah ini pun harus segera 
terpenuhi dan sumber daya finansial 
(biaya/dana) yang diperlukan dalam 
membuat atau membangun sarana tempat 
berjulan yang baru. 
3. Dispotition (Sikap Aparat 
Pelaksana) 
Area berjualan pedagang kaki lima di 
pasar sore tersebut yang awalnya yang 
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berjualan di area tersebut murni hanya 
masyarakat yang dari hulu saja, akan tetapi 
seiring berjalanya waktu yang berjulan diarea 
tersebut ada juga pedagang yang dari tanjung 
selor itu sendri yang ikur berjualan di area 
yang tidak diizinkan untuk berjulan yakni di 
atas trotoar spanjang jalan supropto tersebut. 
Dalam hal ini sangat dibutuhkan sikap aparat 
pelaksana yg sangat berpengaruh dalam 
sikap yang diambil oleh para implementator 
untuk membawa sebuah kebijakan tersebut 
agar dapat diimplementasikan sesuai dengan 
yang diharapkan. Dalam permasalahan 
penataan pedagang kaki lima yang berjualan 
diarea pasar sore ini sebernya membutuhkan 
ketegasan dari pemegang kebijakan untuk 
dapat mengimplementasikan kebijakan 
tersebut serta dibutuhkanya komitmen para 
pemegang kabijakan. 
4. Struktur Birokrasi 
Dalam implementasi penataan 
pedagang kaki lima di area pasar sore ini 
harus adanya kesesuaian organiasasi yang 
menjadi penyelenggara sebuah implementasi 
kebijakan, artinya perlunya koordinasi antar 
semua steakholder terkait yang ditunjuk 
dalam proses penataan pedagang kaki lima 
sehingga tidak menimbulkan beureucratic 
fragmentation yang dapat menghambat 
proses penataan pedagang kaki lima di pasar 
sore Kota Tanjung Selor. Semakin baik 
struktur birokrasi yang dibuat, akan semakin 
baik juga dalam pelaksanaan implementasi 
sebuah kebijakan. Dalam penataan pedagang 
kaki lima dipasar sore ini sangat dibutuhkan 
struktur birokrasi yang tepat. 
Dalam proses pentaan pedagang kaki 
lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 
06 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang 
Kaki Lima di Kabupaten Bulungan 
bermaksud untuk memebrikan perlindungan 
hukum dan pengakuan terhadap keberadaan 
pedagang kaki lima dalam melakukan 
kegiatan usahanya dilokasi/tempat tertentu, 
kemudia agar dalam melaksanakan kegiatan 
usaha merasa aman, tentram dan nyaman 
dengan tetap menjaga kebersihan, keindahan, 
kerapihan, keamanan dan ketertiban 
lingkungan sekitarnya. Berdasarkan 
penjelasan diatas jelas pedagang yang 
berjualan di pasar sore ini sangat melanggar 
aturan, bagaimana maksud dari Peraturan 
Daerah tersebut dapat terpenuhi jika mereka 
(pedagang) tidak mau mematuhi aturan yang 
dibuat dan masih tetap bertahan berjualan di 
area yang tidak diizinkan oleh pemerintah 
dan melanggar dengan berjualan diatas 
trotoar. 
Faktor Penghambat Penataan PKL Pasar 
Sore 
Terhambatnya proses implementasi 
kebijakan dikarnakan ada hal-hal yang 
membuat beberapa kebijakan susah untuk 
diimplementasikan, salah satunya yakni dari 
segi sumber daya yang paling berpengaruh 
dalam tercapainya proses sebuah 
implementasi kebijakan. Dalam penataan 
pedagang kaki lima yang ada di area pasar 
sore juga mengalami kendalah yang 
signifikan, karna sudah berjalan bertahun-
tahun proses relokasi atau pemindahan 
(penertiban) pedagang dipasar sore tersebut 
belum juga terealisasikan hingga sekarang. 
Memang sulit untuk membuat sebuah 
perubahan apalahi hal tersebut sudah berjalan 
sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahkan dinas 
yang terkait sampai saat ini masih 
berdasarkan asas kemanusiaan sehingga 
belum langsung merelokasi para pedagang 
yang berada dipasar sore tersebut. Karna 
pada dasarnya sebuah ketegasan dalam 
implemtasi kebijakan tidak cukup untuk 
mengimplementasikan sebuah kebijakan, 
haruslah dibarengi dengan sumber daya yang 
memadai dari segi sumber daya manusinya, 
sumber daya finansialnya serta tempat yang 
menjadi sasaran untuk tempat relokasi para 
pedagang yang berjualan di area pasar sore 
tersebut. 
Jelas berdasarkan hasil penelitian 
terdapat beberapa kendala dalam 
implementasi kebijakan penataan pedagang 
kaki lima di pasar sore tersebut yakni 
susahnya melakukan pembinaan atau 
kominikasi terhadap para pedagang tersebut 
karna sulit diyakinkan untuk pindah ke pasar 
induk untuk sementara sampai tersedinya 
alternatif tempat yang baru untuk mereka 
berjualan, kemudian tidak tersedianya tempat 
yang berdekatan langsung dengan sungai 
yang menjadi sarana transportasi sungai para 
pedagang tersebut. 
Dalam implementasi kebijakan 
penataan pedagang kaki lima yang berjualan 
di area pasar sore (disebut pasar sore karna 
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mereka burjulan mulai jam 03 sore sampai 
jam 10 malam) masih dihadapkan dengan 
beberapa faktor penghambat dalam 
keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. 
Menurut Bambang Sunggono (dalam Artikel 
Pendidikan dan Pembelajaran, 2012), 
terdapat faktor penghambat yang 
mempengaruhi implementasi dalam sebuah 
kebijakan publik, yakni : 
1. Isi Kebijakan 
Berdasarkan isi kebijakan penataan 
pedagang kaki lima di pasar sore Kota 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan memang 
sudah ada, akan tetapi belum terlalu rinci 
dalam menjelaskan mana tempat yang 
seharusnya untuk berjualan dan mana tempat 
yang dilarangan untuk berjualan. Kemudian 
dalam pelaksanaanya, penertiban terhadap 
pedagang kaki lima yang berjulan diatas 
trotoar tersebut masih dihadapkan dengan 
beberapa faktor yang menghambat proses 
penataan atau penertiban para pedagang kaki 
lima tersebut, yakni terkait dengan susahnya 
para pedagang tersebut untuk dibina dengan 
dilakukan larangan untuk berjulan diarea 
tersebut, faktor emosional yang mana masih 
memikirkan hak mereka dari segi 
kemanusiaan bahwa mereka (pedagang) 
melakukan kegiatan usahanya untuk bertahan 
hidup dalam memenuhi kebutuhanya, 
kemudia faktor lainya yang sangat teknis 
yakni belum tersedinya alternatif tempat 
bejualan yang baru selain di area pasar induk 
(pusat pasar tradisional di tanjung selor), 
karna para pedagang menganggap jika 
berjualan jauh dari sungai (tranportasi 
sungai) akan menambah biaya transportasi 
mereka (pedagang). 
2. Informasi  
Faktor penghambat dalam 
implementasi kebijakan lainya yakni 
kurangya informasi yang diperlukan akan 
berdampak pada keberhasilan sebuah 
kebijkana. Dalam pentaan pedagang kaki 
lima di pasar sore tersebut perlu menggali 
berbagai informasi dari berbagai pihak guna 
terselesaikanya permasalah yang ada, karena 
berjualan diatas trotoar merupakan 
permasalahan yang rumit untuk diselesaikan 
apabila kurangnya informasi yang ada. 
3. Dukungan 
Dalam pelaksanaan penataan pedagang 
kaki lima di area pasar sore sangat 
tergantung dari dukungan pemerintah dalam 
proses relokasinya, dukungan pemerintah 
yang diberikan dapat berupa alternatif tempat 
yang baru untuk mereka berjualan, dukungan 
yang diberikan haruslah dari semua pihak 
yang terkait dalam penyelesaian 
permasalahan tersebut. 
4. Pembagian Potensi 
Dalam permasalah penataan pedagang 
kaki lima di pasar sore ini sudah jelas dalam 
proses pembagian tugas dan tanggung 
jawabnya yang mana dalam proses 
penertiban dilakukan oleh satpol pp dan izin 
penertiban atau pemindahan para pedagang 
tersebut dikeluarkan oleh Disprindagkop 
Kabupaten Bulungan karena menjadi 
ranahnya untuk mengeluarkan izin 
pemindahan area berjualan. 
Tidak dapat dipungkiri dalam 
implementasi sebuah kebijakan sebenarnya 
sangat beresiko untuk gagal dan dalam 
pelaksanaanya akan mendapatkan pro dan 
kontra dari masyarakat yang terdampak dari 
sebuah kebijakan tersebut, seperti halnya 
penataan pedagang kaki lima di pasar sore 
ini, mereka berjualan di area tersebut sudah 
lama sebelum Perda penataan pedagang kaki 
lima ini dibuat. Oleh karena itu wajar jika 
sebuah kebijakan dibarengi dengan ketidak 
setujuan dari proses implementasi kebijakan 
tersebut, bahkan akan membuat sebuat 
kebijakan tidak dapat terlaksana bahkan bisa 
sampai implemtasi kebijakan tersebut gagal. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan yang 
dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 
penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Implementasi Kebijakan Penataan 
Pedagang Kaki Lima di Pasar Sore Kota 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ditinjau 
dari Variabel Edward III yang 
mengemukakan bahwa implementasi 
merupakan tahap pelaksanaan sebuah 
kebijakan, dengan hasil penelitian yang ada 
maka dapat disimpulkan : 
a. Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima 
Pasar Sore Kota Tanjung Selor masih pada 
tahap pemrosesan untuk mencari alternatif 
tempat yang pas untuk para pedagang area 
pasar sore tersebut, adapun lokasi sementara 
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yang ditawarkan untuk berjualan yakni di 
pasar induk Kota Tanjung Selor yang 
merupakan pusat pasar tradisional di Kota 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 
b. Jumlah dan Jenis Pedagang Kaki Lima 
Pasar Sore Kota Tanjung Selor, area jalan 
suprapto yang dijadikan pasar sore tersebut 
berukuran kurang lebih 150 meter yang 
sepanjang trotoar dipenuhi oleh para 
pedagang yang berasal dari tanjung selor itu 
sendri maupun dari hulu dan hilir tanjung 
selor. Terdapat 42 orang yang berjualan 
disepanjang jalan tersebut dengan jenis mata 
dagangan yang berbeda-beda yakni 27 orang 
berjulan sayur dan buah, 7 orang berjualan 
ikan dan daging, 3 orang berjulan sayur, 
sembako dan rempah/bumbu, 2 orang 
berjulan sayur dan rempah/bumbu, 1 orang 
berjulan mainan anak-anak, 1 orang 
berjualan sayur, daging dan bumbu, 
kemudian 1 orang berjualan sayur, buah dan 
ikan asin. Dari hal tersebut tidak menutup 
kemungkinan tiap tahunnya pedagang yang 
berjualan di area tersebut akan bertambah. 
c. Proses Penataan Pedagang Kaki Lima 
Pasar Sore Kota Tanjung Selor, sampai saat 
ini masih terus dilakukan proses penataan 
dengan berupaya mencarikan alternatif 
tempat berjualan yang dekat dengan sungai. 
Akan tetapi dalam tahap implementasinya 
apa yang diharapkan tidak sesuai dengan 
kenyataanya yang disebut dengan 
Implementation Gap dan pada tahap 
implementasi kebijakan dalam proses 
penataan atau merelokasi pera pedagang 
tersebut sampai sekarang belum terlaksana 
dikarnakan ada pihak-pihak yang terlibat 
dalam proses implementasi kebijakan 
tersebut tidak mau bekerjasama atau yang 
sebut dengan Non-implementation. 
2. Terdapat faktor penghambat dalam 
Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang 
Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan), yakni : 
a. Pera pedagang yang berjulan dipasar 
sore tersebut tidak mau dipindahkan dan 
lebih memilih tetap berjulan di atas trotoar 
jalan suprapto tersebut. 
b. Pera pedagang menolak untuk 
direkolasi sementara ke pasar induk 
dikarnakan jarak yang jauh dari sungai dan 
biaya transportasi yang 2 kali lipat. 
c. Belum tersedianya alternatif tempat 
berjulan yang pas untuk para pedagang yang 
berjulan di pasar sore tersebut. 
Saran 
Untuk mengembalikan fungsi trotoar 
atau fungsi fasilitas umum yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang dibuat, 
maka perlu adanya perbaikan-perbaikan yang 
dilakukan oleh Pemerinran Daerah, yakni : 
a. Pemerintah harus bersikap tegas dalam 
menegakkan peraturan yang ada dalam 
proses penataan pedagang kaki lima yang 
berjulan dipasar sore dengan memberikan 
sanksi pidana baik denda maupun hukuman 
kurangan penjara apabila para pedagang 
tersebut tidak mau direlokasi ketempat yang 
diperbolehkan untuk berjualan. 
b. Jika memang kebijakan yang dibuat 
tidak dapat diimplementasikan bahkan hanya 
menjadi peraturan yang tidak ditaati, akan 
lebih baik memperbaiki atau mengganti 
Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan 
keadaan yang ada dilapangan, agar peraturan 
yang ada tidak hanya sebatas diatas kertas 
saja. 
c. Pemerintah harus lebih memperhatikan 
area-area yang menjadi hak penjalan kaki 
dan depan rumah masyarakat yang tertutup 
orang berjualan agar dikembalikan 
sebagaimana fungsinya. 
d. Menyediakan secepatnya alternatif 
tempat berjualan dekat dengan sungai agar 
para pedagang yang berjualan di area pasar 
sore tersebut tidak jauh dari tempat mereka 
memarkirkan kendaraan sungai mereka 
(pedagang). 
e. Menetukan dengan jelas mana saja 
tempat-tempat yang diperbolehkan untuk 
berjulan dan mana yang dilarang untuk 
berjualan. 
f. Jika dimungkinkan dapat membuat 
pasar terapung diinggir sungai sehingga para 
pedagang yang datang menggunakan perahu 
tidak perlu lagi berjulan di darat, hanya perlu 
berjualan disungai dengan memarkirkan 
perahunya dipinggir sungai kayan Kota 
Tanjung Selor. Hal ini dapat dilakukan jika 
tidak terdapat alternatif tempat berjualan 
yang dekat dengan sungai selain diatas 
trotoar. 
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